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ABSTRAK 
 

Skripsi ini memiliki latar belakang penelitian dengan kurangnya 
transparansi dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Merah 
Mata Tahun Anggaran 2021. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui penerapan transparansi realisasi bantuan langsung tunai berdasarkan 
permendes no.13 tahun 2021. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teori transparansi Kristianten, dimana ia berpendapat bahwasannya transparansi ini 
dapat diukur melalui beberapa indicator yaitu kesediaan dan aksesibilitas dokumen, 
kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, kerangka regulasi yang 
menjamin transparansi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil temuan 
dilapangan dilihat dari perspektif teori ini antara lain : (1) Transparansi yang terjadi 
di Desa Merah Mata sudah berjalan cukup baik, (2) Perangkat Desa menjelaskan 
informasi secara lengkap terkait dokumen secara lansung kerumah warga, (3) 
Proses penyaluranannya disaksikan masyarakat serta dalam seleksi melibatkan 
tokoh masyarakat, (4) Kepala Desa menyediakan arsip rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa akan tetapi ada pembengkakan penyaluran. Saran 
yang diusulkan antara lain : (1) Sosialisasi khusus terkait program BLT DD, (2) 
Mengaktifkan kembali platform website desa (3) Perangkat desa perlu memahami 
landasan hokum dari BLT DD 

Kata Kunci : Transparansi, Penyaluran, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
(BLT DD) 
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ABSTRACT 
 

This thesis has a research background on a lack of transparency in the 
distribution of Village Fund Cash Direct Assistance in Merah Mata Village for the 
2021 fiscal year. The purpose of this study is to determine the application of 
transparency in the realization of direct cash assistance based on Minister of Village 
Regulation No. 13 of 2021. The theory used in this research is the Christian 
transparency theory, where he argues that this transparency can be measured 
through several indicators, namely document availability and accessibility, clarity 
and completeness of information, process openness, and a regulatory framework 
that ensures transparency. 

This study used qualitative research methods. The findings in the field seen 
from the perspective of this theory include: (1) what happened in Merah Mata 
Village has been going well; (2) village officials explained complete information 
directly to residents' homes; and (3) the document screening process was witnessed 
by the community as well as in the selection process. (4) The Village Head provides 
an archive of details of the Village Revenue and Expenditure Budget, but there is 
an expansion of the distribution. The suggestions proposed include: (1) special 
socialization of the BLT-DD program; and (2) reactivating the village platform. (3) 
Village officials need to understand the legal basis of BLT DD. 

Keywords: Transparency, Distribution, Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa 
(BLT DD) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

 
Indonesia merupakan negara kepulauan salah satu yang terbesar di dunia, 

dilansir dari detik.com Indonesia menduduki peringkat 1 di dunia berdasarkan  luas 

wilayan mencapai 1,904,569 km2, terdiri dari 34 Provinsi yang tersebar dari Pulau 

Sumatera hingga ke tepi barat, Pulau Papua, hingga membentuk total 514 

Kabupaten dan kota yang terdiri dari 98 Kota dan 416 Kabupaten. Sehingga ini 

menjadikan bentuk negara kita sebagai negara kepulauan sehingga banyak sekali 

aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan potensi setiap daerah. 

Disetiap pengembangan potensi Indonesia menggunakan Anggaran Pendapatan 

& Belanja Negara (APBN) yang berasal dari Sumber Pendapatan Negara dari 

Pajak, Sumber Pendapatan Negara Bukan dari Pajak, dan Hibah. Tujuan APBN ini 

ialah secara umum untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar 

peningkatan segala bentuk pengeluaran produk dari daerah dan membuka dalam 

kesempatan pembukaan lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.  

Karena untuk mengembangkan setiap daerah maka dari itu, APBN dibagi untuk 

masing-masing daerah menjadi Anggaran Perbelanjaan Daerah (APBD) hingga ke 

sub pemerintahan terkecil yaitu, Desa dengan Anggaran Perbelanjaan Desa 

(APBDes).  

Menilik dari pemerintahan terkecil yaitu, Desa. Desa memiliki kewenangannya 

sendiri dalam mengelola serta mengatur wilayah pemerintahannya. Sesuai dengan 

amanat perundang-undangan berdasarkan Perundang-Undagan Desa No.6 Tahun 
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as wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

  

Karena dapat menentukan ketentuan masyarakat itu sendiri, maka seperti yang 

diketahui pandemi Covid-19 ini sangat banyak sekali melumpuhkan berbagai sektor 

bahkan komoditas desa, tidak hanya menghambat kesejahteraan tetapi juga 

melumpuhkan aspek kesehatan dan ekonomi masyarakat. Pendapatan ekonomi 

masyarakat terus menurun, berdasarkan Kompas.com bahwa daya beli masyarakat 

cenderung menurun sehingga mengakibatkan kontraksi 5,32% pada kuartal kedua 

tahun 2020. Tidak hanya itu masyarakat banyak sekali yang di-PHK dari tempat 

kerja atau dirumahkan sehingga meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia. 

Dengan demikian Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Perundang-Undangan, yang 

dimuat dalam Permendes No.13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana 

Desa 2021 yang diterbitkan pada 15 September 2020, berdasarkan laman bpk.go.id. 

Berdasarkan Permendes ini pemerintah salah satunya menetapkan adanya BLT 

Covid-19 kepada Masyarakat yang berasal dari dana desa yang dianggarkan dari 

APBN yaitu RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke Rekening Kas Desa (RKD) 

yang dimana alur penyalurannya sebagai berikut  :
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Tabel. 1 Cara Penyaluran Dana Desa- Reguler Tahun 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor PMD Provinsi Sumatera Selatan 

 Ketika kita melihat cara tentu kita perlu mengetahui jumlah dana desa yang 

terlaporkan dan yang telah direalisasikan, sehingga kita dapat mengetahui berapa 

total jumlah dan realisasi anggaran dana desa, berikut rekap anggaran dana desa 

per-7 juni 2021. 

 
1. 

 
2. 

 
3.  
4.  
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Tabel 2. Realisasi Transfer Dana Desa RKUN ke RKUD Sumsel 2021 

Sumber : Kantor Dinas PMD Prov. Sumsel 2021 

Tabel diatas merupakan jumlah anggaran yang sedang dijalankan pada per-

juni 2021 dan telah direalisasikan akan tetapi realisasi dana ini tidak dapat diupdate 

dikarenakan adanya pembatasan akses informasi kepada publik. 

BLT Covid-19 ini berdasarkan Permendes No.13 Tahun 2020 Pasal 6 ayat 3 

point b, bertujuan untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa, dan Pasal 6 Ayat 4 menegaskan BLT ini diatur 

berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Dalam menenutkan besaran BLT Desa dianggarkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja  Desa dengan perhitungan yang dituangkan dalam Surat 

Edarana Bersama dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Desa 

Tertinggal dan Transmigrasi Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan 

Tentang optimalisasi dan Percepatan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa 

Tahun Anggaran 2021: 

1. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta 

rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal 25%  (dua puluh lima persen) 

dari jumlah dana desa. 
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2. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta 

rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) 

mengalokasikan BLT Desa maksimal 30%  (tiga puluh persen) dari jumlah 

dana desa. 

3. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus 

juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal sebesar 35%  (tiga puluh 

persen) dari jumlah dana desa. 

4. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang 

dialokasikan, Pemerintah Desa dapat menambah alokasi anggaran BLT Desa. 

Dalam menentukan para kriteria penerima KPM( Keluarga Penerima Manfaat) 

BLT DD 2021 berdasarkan Surat Edaran Bersama No.8 /PK/2021 dan Nomor 02 

/PDP/2021 Tentang optimalisasi dan Percepatan Pelaksanaan Bantuan Langsung 

Tunai Desa Tahun Anggaran 2021 dipoint 3 menyatakan bahwa dalam mencapai 

target nasional jumlah penerima KPM merujuk kembali kepada jumlah KPM BLT 

Desa Tahun 2020 bulan kesatu sehingga merujuk kepada Surat dengan nomor : 

12/PRI.00/IV/2020 ini menjelaskan tentang  BLT Dana Desa, yang suratnya 

berbunyi sebagai berikut : Merujuk Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 Perihal 

Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa, serta Surat 

Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 Perihal Penegasan Petunjuk 

Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa. 

Dengan memperhatikan Surat Menteri Desa PDTT nomor : 

1261/PRI.00/IV/2020, sasaran BLT Dana Desa adalah keluarga miskin yang belum 

menerima program Program Keluarga Harapan (PKH) ataujuga Bantuan Pangan 
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Non Tunai (BPNT) yang hilang mata pencahariannya, serta belum terdata 

(exclusion error) dan ada anggota keluarga yang sakit menahun/kronis.  

Jika mengambil landasan dari 3 peraturan yang telah diterbitkan, yaitu 

Permendes No 6 tahun 2020, PMK No 40 tahun 2020, dan Instruksi Kemendagri 

No 3 tahun 2020, ketiga peraturan ini menyatakan bahwa penerima manfaat BLT 

atau Bantuan Langsung Tunai adalah Keluarga Miskin atau keluarga tidak mampu.  

Instruksi Kemendagri No 3 tahun 2020 huruf G nomor 3 menerangkan 

penentuan kriteria serta mekanisme yang menetapkan target penerima BLT, 

mekanisme penyaluran Dana Desa ke APB Desa, proporsi, batasan waktu 

pemberian, dan nominal yang dikeluarkan untuk BLT yang bersumber dari Dana 

Desa berorientasi pada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementrian 

Keuangan dan Kementerian Desa PDTT.  

Kemudian, Dalam PMK No 40/2020 pasal 32A ayat 4 menjelaskan bahwa 

pendataan calon penerima BLT mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosial (DTKS) Kemensos, namun, pada ayat 8 masih dipasal yang sama tertulis 

ketentuan mengenai kriteria penerima, tata cara dan mekanisme pendataan dan 

hingga penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa serta pelaksanaan 

penyaluran BLT Dana Desa disalurkan sesuai dengan ketentuan yang sudah 

ditetapkan oleh Kemendes PDTT.  

Dengan penjelasan diatas juga, dapat disimpulkan bahwa yang berhak 

menerima BLT Dana Desa adalah keluarga tidak mampu atau miskin dengan 

kriteria sebagaimana tercantum dalam permendes no 6 tahun 2020. Karena 2 

regulasi lain (PMK 40/2020 dan Instruksi Kemendagri 3/2020) mengarahkan 

kriteria penerima BLT sesuai ketentuan yang diatur oleh Kemendes PDTT dan 
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ketentuan ini pun sama diturunkan kepada tahun anggaran 2021. Kriteria dari 

Permendes No 6/2020 juga sama seperti di dalam Surat Edarana Bersama dari 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi 

Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 8/PK/2021 dan 

Nomor 02/PDP/2021 akan tetapi memiliki 1 point tambahan i, sasaran penerima 

BLT Dana Desa adalah KELUARGA MISKIN non PKH/BPNT dengan kriteria : 

1. Keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian; 

2. Keluarga miskin yang belum terdata;  

3. Keluarga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit 

menahun/kronis. 

4. Keluarga miskin penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) lainnya yang 

terhenti baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) dan/atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

Dalam pembagian dan peran kepala desa dalam menentukan total keluarga 

yang mendapat BLT menjadi salah satu faktor yang terindikasi terdapat 

kepentingan keluarga atau orang tertentu didalamnya, karena berdasarkan 

Peranturan Menteri Keuangan No.94 /PMK/ 07/ 2021 Pasal 20 A point.b nomor 4 

ran Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat 

BLT Dana Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat 

keluarga penerima manfaat BLT Desa, sehingga ini menjadikan kepala desa sebagai 

Pembuat Keputusan (Making Decision) dalam penetapan BLT Covid-19. 

Sudah banyak terjadi kasus kepala desa yang melakukan tipikor BLT Dana 

Desa di berbagai daerah di indonesia, terkhusunya di wilayah-wilayah yang jauh 
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dari pengawasan ataupun jaraknya jauh dari pusat kota. Salah satunya ada di, Desa 

wiringtasi, Sulawesi Selatan. Dilansir dari detik.com-red. terjadi tindak pidana 

korupsi dana desa sebesar 475 juta rupiah, tidak hanya itu dalam portal berita 

website suara.com-red sepanjang tahun 2020 hingga 2021 marak terjadi kasus 

korupsi penanggulanan covid-19 yang dimana ditaksir mencapai 22,49 milliar dan 

suap mencapai 23,43 milliar rupiah. 

Dengan adanya permasalahan seperti itu sehingga menarik peneliti untuk 

mengambil judul skripsi terkait transparansi BLT DD dengan ditemukan portal 

website Desa Merah Mata yang tidak menampilkan bentuk pelaporan serta realisasi 

anggarannya pada laman online tersebut sehingga peneliti tertarik untuk mengambil 

lokus penelitian di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten 

Banyuasin yang berada di sisi timur wilayah Sumatera Selatan. 

 

Gambar 1. Website Desa Merah Mata  

(http://103.98.120.27/webdesa/banyuasin/merah-mata/) diakses pada 9 April 

2022. 
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Dalam penataan website ini pun tata kelola masih berantakan, sehingga 

menjadi menghilangkan nilai profesionalitas dalam website pemerintahan. Tidak 

cukup disitu, server yang lemot menjadi tambahan daftar kekurangan pengelolaan 

website Desa Merah Mata. Terlepas dari itu, dapat bersama kita lihat masih terdapat 

kolom anggaran diwebsite ini. 

 

Gambar. 2 Gambar Kolom Anggaran Website Desa Merah Mata 

 
Dikolom ini masih menyediakan laman anggaran diwebsitenya, tetapi setelah 

diklik atau menelusuri kolom anggaran tersbut, kita hanya disuguhkan besaran 

APBDes, Pendapatan Desa, dan Belanja Desa, tanpa penjelasan lebih lanjut seperti 

berita acara dll, dan disuguhkan pun hanya merupakan tahun anggaran 2019 

sehingga, untuk tahun 2020 dan 2021 yang prioritasnya digunakan untuk 

menangani Covid-19 tidak dimasukkan di website ini, sehingga ini menjadi alasan 

penulis untuk menjadi Desa Merah Mata sebagai Locus atau lokasi penelitian yang 

menarik. Apakah ini dapat mengindikasikan suatu kencendrungan terjadinya 

kecurangan di Desa Merah Mata. 
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Gambar 3. Laporan Realisasi Anggaran melalui website Desa Merah Mata 

 
Semua kasus dugaan korupsi ini tidak terlepas dari tidak transparannya 

penyaluran dana yang dianggarkan dan disalurkan oleh aparatur pemerintah, yang 

menciderai cita-cita negara menuju Good Governance  yang dimana dalam 

pelaksanaannya bertujuan membentuk pemerintahan yang bersih serta tata kelola 

yang baik dengan ditandai dengan indikator, partisipasi, transparansi dan 

akuntabilitas yang merupakan elemen dasar dapat saling berkaitan. 

 

B. Rumusan Masalah 
 

Dengan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan, maka peneliti 

merumuskan masalah  skripsi ini, dengan berikut: 

pakah realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Covid-19 berdasarkan 

Permendes No.13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 

2021 di Desa Merah Mata telah  

C. Tujuan Penelitian 
 

Dengan telah dijelaskan rumusan masalah penelitian, sehingga tujuan 
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penelitian ini adalah : 

-19 

berdasarkan Permendes No.13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana 

 

D. Manfaat Penelitian 
 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran dan informasi pada jurusan Ilmu Administrasi Publik 

khususnya yang berkaitan dengan konsentrasi Keuangan Negara mengenai 

Transparansi Realisasi BLT di masa Covid-19. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan 

masukan bagi Pemerintahan tingkat Desa Merah Mata serta semua pihak yang 

terlibat dalam proses penyaluran BLT Covid-19. 
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